BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SANGGAU

Menimbang:

Mengingat:

TAHUN 2014 - 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

. bahwa untuk mengarahkan pembangunan wilayah

Kabupaten Sanggau secara berdaya guna, berhasil guna,
serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang
adil dan sejahtera, serta pertahanan keamanan perlu
disusun tata ruang wilayah;

. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan

pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat
maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan
pemanfaatan ruang, lokasi investasi pembangunan, yang
dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan atau dunia
usaha;

. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional, maka konsep dan strategi pemanfaatan
ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 2013};

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888} sehagaimana diubah dengan
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4401};

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
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6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5068);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

g

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
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2.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4987};



13.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Renublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 103);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5160};

15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
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16.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor10j;

17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunart Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
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_Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang  Wilayah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentane Pembentukan Produk Hukum Daerah;
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20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034;

91.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Sanggau Tahun 2005;

Dengan Persetujuan Bersama

dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG

A 5 3
WILAYAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 - 2034.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan otonom menjadi kewenaganotonom.
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Kabupaten adalah Kabupaten San
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara
kelangsungan hidupnya.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana darn sarana yarg berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan
fungsional.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budidaya.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses peréncanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur
ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana

tata ruang.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan
pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib
tata ruang.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/ atau aspek fungsional.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau
budidaya.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam dan sumber daya buatan.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber

3 1 1
daya manusia dan sumber daya buatan.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
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Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara
nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut sebagai KPP
adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang
berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan
merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan
pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi,
operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan
maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik
kawasan budi daya maupun kawasan lindung.

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional
terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi,
sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan
sebagai warisan dunia.

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
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Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau

g
beberapa kabupaten/kota.

Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah
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kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan
kawasan perbatasan.

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau

L A _—
beberapa kecamatan.
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Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau
beberapa desa.

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang g
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disu

setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci
tata ruang.

g persyaratan
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Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan
rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang.

Perangkat disiinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi
pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan
penataan ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil

perencanaan tata ruang yang mengatur rencana struktur ruang dan pola
ruang wilayah.

Izin Pemanfaaatan ruang adalah yang dipersyaratkan dalam kegiatan
pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



36. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk

masyara&at um adat, korporasi, dan/ , atau pemangku kepentingan non
pemerintaha 791ﬂ dalam penataan ruan

Peran Serta Masyarakat adalah partisipas aktif masyarakat dalam

i
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
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Bagian Kedua
Ruang Lingkup Dan Batas Wilayah Kabupaten

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
524 g 3

Kabupaten Sanggau mencakup :

.
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rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
rencana pola ruang wilayah Kabupaten;

penectapan kawasan strategis wilayah Kabupaten;
arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; dan

ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
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Pasal 3

(1) RTRW Kabupaten mencakup ruang darat, ruang perai airan, dan ruang udara
termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang
o pe ar

term ruang di
undangan.
(2) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup wilayah
administratif:
a. Kecamatan Kapuas;
bh. Kecamatan Mukok;
c. Kecamatan Parindu;
d. Kecamatan Tayan Hulu;
e. Kecamatan Tayan Hilir,
f. Kecamatan Balai;
g. Kecamatan Toba;
h. Kecamatan Meliau;
i. Kecamatan Bonti;
j. Kecamatan Kembayan;
k. Kpcamatan Beduai;
1. Kecamatan Jangkang;

Kecamatarl Fntlkgng,.
Sekayam; Dan
Kecamatan Noyan.

(3) Batas wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

Qvar tl‘i rﬂquS,K”p

a. sebelah Utara berbatasan dengan Malaysia Timur (Serawak];

b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang dan
Kabupaten Kubu Raya'

c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Landak, Kabupaten t
Raya dan Kabupaten Bengkayang; dan

d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Kabupaten

Sekadau.
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Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 4
Tujuan penataan ruang Kabupaten adalah terwujudnya pemanfaatan ruang
Kabupaten yang aman, nyaman dan produktif dengan memperhatikan
keterpaduan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan melalui
pengembangan industri, perdagangan dan jasa skala regional, pariwisata serta
pengembangan kawasan perbatasan yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 5

(1) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten disusun untuk mencapai
tujuan penataan ruang Wﬁayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimak

ayat (1) terdiri atas:

a. Pengembdngan pusat-pusat kegiatan yang terhubungkan dengan
sistem jariﬁgan transportasi yang terpadu serta pengembangan
prasarana dan sarana Ptﬁuuhuu gnya,

b. Pengembangan kawasan industri berskala regional untuk mendukung
pengembangan sektor perkebunan dan pertambangan;

C. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berskala regional yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya;

d. Peng embangan kawasan pariwisata berbasis lingkungan dan budaya
yang berdaya saing;

e. Pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan

certa mend grong nertumbuhan ekonomi bagi neninokatan
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kesejahteraan masyarakat;

Pengembangan jaringan transportasi dan infrastruktur pendukung

untuk mendukung pengembangan sektor unggulan kabupaten, yaitu

sektor perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata, serta

perdagangan dan jasa skala regional,

g. Pemantapan kawasan berfungsilindung untuk menjamin keberlanjutan
pembangunan dan kelestarian lingkungan;

h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan

Pengembangan perkotaan dan perdesaan yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.
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Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

(1) Strategi pengembangan pusat-pusat kegiatan yang terhubungkan dengan

sistem jaringan transportasi yang terpadu serta pengembangan prasarana

dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

huruf a meliputi:

a. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan yang berhirarki dalam rangka
meningkatkan pﬁlayaﬁ(m ke seluruh bagian wilayah kabupaten;

b. Meningkatkan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan
pusat-pusat kegiatan secara terpadu dan terintegrasi;

-2
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c. Menyediakan prasarana dan sarana wilayah di setiap pusat-pusat
kegiatan sesuai dengan fungsi, peran,hirarki dan skala pelayanannya;

.

Mengembangkan sistem pusat perdesaan yang mampu meningkatkan

keterhubungan kawasan perdesaan dengan pusat-pusat kawasan
perkotaan terdekatnya;

e. Meningkatkan sistem prasarana transporiasi darat guna lebih
meningkatkan kelancaran proses koleksi dan distribusi barang/jasa;
dan

f. Mengembangkan dan meningkatkan  prasarana lingkungan
permukiman untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem

penvediaan pelayanan regional untuk air bersih, persampahan,
drainase dan limbah.

Strategi pengembangan kawasan industri berskala regional untuk
mendukung pengembangan sektor perkebunan dan pertambangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

a. Mengembangkan dan melestarikan kawasan peruntukan industri
untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian
daerah dan/atau nasional khususnya industri pengolahan hasil
pertanian, perkebunan, hasil hutan dan hasil pertambangan di
kawasan Tayan;

b. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi yang
menghubungkan kawasan Tayan dengan kawasan belakangnya; dan

c. Mengembangkan intermoda di kawasan Tayan guna mendukung
distribusi barang dan jasa di kawasan industri.

Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berskala regional

yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2} huruf ¢ meliputi:

i Pasal 5 a3 ) f ¢ meliputi:

a. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa berskala regional di
kota Sanggau dan Entikong; dan

b. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kawasan
perdagangan dan jasa berskala regional di kota Sanggau dan Entikong.

Strategi pengembangan kawasan pariwisata berbasis lingkungan dan
budaya yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

huruf d meliputi:

a. Mengembangkan kawasan pariwisata alam;

b. Mengembangkan kawasan pariwisata budaya yang terintegrasi dengan
destinasi wisata budaya lainnya di Provinsi Kalimantan Barat;

c. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan wisata
terutama di kota Sanggau dan Entikong; dan

d. Mengembangkan kawasan perdalaman sebagai kawasan wisata yang
berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Strategi pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan

serta mendorong pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hurufe meliputi:

a. Mengembangkan kawasan Entikong di perbatasan negara sebagai
kawasan sentra perdagangan dan jasa skala regional;

b. Mengembangkan kawasan Entikong sebagai kawasan Bandar Entikong
Jaya (BEJ};

c. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pendukung kawasan

perdagangan dan jasa skala regional di kawasan Entikong;

Mengembangkan jaringan transportasi dan prasarana wilayah lainnya

untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat; dan

e. Mengembangkan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
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Strategi pengembangan jaringan transportasi dan infrastruktur pendukung
untuk mendukung pengembangan sektor unggulan utama kabupaten,
yaitu sektorperkebunan, pertambangan, industri, serta perdagangan dan
jasa skala regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf {
meliputi:

a. Mengembangkan jaringan transportasi darat yang melipull jaringan
jalan dan kereta api yang terpadu dan terintegrasi;

b. Mengembangkan sistem prasarana transportasi jalan raya yang terpadu
dengan lintas penyeberangan sungai untuk meningkatkan aksesbilitas
antar kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah

elakangnya serta meningkatkan interaksi antar wilayah;

c. Meningkatkan kualitas jaringan transportasi terutama menuju pusat-
pusat kegiatan utama;

d. Mengembangkan dan meningkatkan sistem prasarana energi dengan
memanfaatkan energi baru terbarukan dan tak terbarukan secara
optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga
listrik;

e. Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan prasarana

telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan

kemampuan keterhubungan dan integrasi wilayah; dan

Mengembangkan sistem pemanfaatan sumber daya air untuk

menunjang kegiatan sektor terkait pemanfaatan sumber daya air.

L

Strategi pemantapan kawasan berfungsi lindung untuk menjamin
keberlanjutan pembangunan dan kelestarian lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat {2) huruf g meliputi:

a. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah
menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka
mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;

b. Meningkatkan perlindungan dan rehabilitasi terhadap kawasan
berfungsi lindung;

c. Mempertahankan dan meningkatkan perlindungan terhadap kawasan
konservasi;

d. Mewujudkan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) dari luas wilayah;

e. Melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengantisipasi kerusakan
lingkungan (diantaranya berupa menipisnya kawasan penambat air,
rusaknya dan berkurangnya luas kawasan hutan lindung} terutama
yang dapat mengakibatkan bencana alam (banjir dan longsor);

f. Mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) pada setiap kawasan
perkotaan berupa hutan kota, jalur hijau, taman kota, tempat rekreasi,
lapangan olahraga, pemakaman umum, dan lahan pertanian dengan
luas keseluruhan minimal 30% dari luas wilayah kota yang
bersangkutan, dengan sebaran yang proporsional; dan

g. Mengembangkan kerjasama regional penanganan dampak lin

o iii Sdaiil AUL leiSSted Liidn iE il i A RasC3id,

Strategi untuk melaksanakan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan
keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:
a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan

keamanan;
b. Mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar

kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan,;

c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak
terbangun di sckitar kawasan pertahanan dan keamanan negara
sebagai zona penyangga; dan

d. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan
keamanan.



9)

St ra* oi untuk Pengembangan perkotaan dan perdesaan yvang
ber elan;hta“ dan berwawasan lingkungan untuk esejahteraan
masvarakat sehagaima a dimaksud dalam Pasal 5 hurufi i, mphpnf}

a. Pengembangan pusat kawasan perkotaan dan perdesaan secara
mandiri dan berwawasan nnﬁi{ungan,

f“flgtilli)aﬁgml Rawasan Perys kotaan dan *}}'ti'f cSaan ’pﬁiﬁ'ﬁbl&fx sclara
ekonomi, melalui pusat pelayanan desa atau kota; dan

c. Meningkatkan interaksi antara pusat keglatan perdesaan dan

perkotaan secara berjenjang.

LTS Y T e S ;A,,«L s. LA

o

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

~
"‘-’.

ana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi :
rencanapusat-pusat kegiatan;
rencanasistem jaringan prasarana utama; dan

rencanasistem jaringan prasarana lainnya.

o .rrs:w

Rencana struktur ruang wilyah kaﬂm@};)aterT sebagalmapa dzmaksud da
ayat '1) ﬂlsamt)a an dalam p\,ta gngan tlnsx{Bf ketelitian 1
QPHQO’Q}MQT\Q tercantum dalam Lampiran I vang mprupgkan bagla

AAAAAA L T A

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana pusat-pusat Kegiatan

Pasal 8

Re*}cana sistem pusat pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

aya

oo

o

-
\®]
-

p———
5]

19

.,\

T3

1) huruf a, terdiri afas:
KSN

T

>

Pasal O

PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dikembangkan di
Kota Entikong.

KW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dikembangkan di Kota

yn11 An Tntilr-ano
axkbéﬁ’v‘x RACALL EULLUASNAULLR.
PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢, dikembangkan di Balai
Karangan, Tayan, Sosok, Kembayan, dan Pusat Damai.

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dikembangkan di
Batang Tarang, Beduai, Bonti, Balai Sebut, Kedukul, dan Meliau.

PPL sebagaimana dimaksud daiam Pasal 8 huruf e, dikembangkan di Teraju
dan Noyan.

10



Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 10

RencanaSistem jaringan Prasarana Utama merupakaﬂ sistem jaripgan

1

iaspm tasi di wilayah kabupaien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayal {1)

.3“

- 0 op

L

(S

urufb mﬁhﬂuﬁ ‘
sistem jaringan transportasi darat;
sistem jarmgan peEr Kﬁfﬁtadplaﬂ dan

mde o

sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 11
Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

a. darmgan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri atas:
1. Jaringan jalan;
2. J aringan prasaraﬂa falu fintas dan angkutan jalan;
3 ucu;ugru; pc‘idyrugau lalu lintas dan aﬁgkijtaﬁ jaidﬂ

b. Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa angka 1, terdiri
atas :

a. Jaringan Jalan Arteri Primer, meliputi :

Ruas Jalan Batas Kabupaten Landak — Sosok — Tanjung;
Ruas Jalan Tanjung — Kembayan'

Ruas Jalan Kembayan — Balai Karangan,

Ruas Jalan Balai Karangan — Entikong;

Ruas Jalan Entikong — Batas Serawak;

Ruas Jalan Batas Kota Pontianak — Tayan,

Ruas Jalan Tayan — Sosok;

Ruas Jalan Tayan — Teraju; dan

Ruas Jalan Teraju — Batas Kabupaten Ketapang.

GWNQW%@N&

b. Jaringan Jalan Kolektor Primer yang dipersiapkan menjadi Jalan Arteri
Primer, melipufi :

Ruas Jalan Tanjung — Batas Kota Sanggau;,

Ruas Jalan Sudirman {Kota Sanggau);

Ruas Jalan Ahmau Yani (Kota Sanggau);

Ruas Jalan R.E. Martadinata (Kota Sanggau);

Ruas Jalan Batas Kota Sanggau — Batas Kabupaten Sekadau;

LD I LS Lo AR S SESCY 22O LD 1D

U1 A W DO b

%%.
5

gan Jalan Kolektor Primer, meliputi :
Ruas Jalan Balai Karangan — Secangkul {Batas Kabupaten Sintang);
Ruas Jalan Entlkong — Batas Kabupaten Bengkayang;

Ruas Ja}a Muara Ilai — Batas Kabupaten Landak;

Ruas Jalan mehax’ran — Ralai Sehut — Ratas Kabunaten Seka

ANLATR e FANDS SRS D 1 vi\,)iJL—Ln_ LS AAGow el l 2 X = LS 34

dan

O

:‘5‘ w N l:-‘ Cmi

‘o) gj'l

d. JaringanJalan lokal primer, meliputi :
1 Jalan Semuntai — Kedukul — SP 3 Kecamatan Mukok — Balai
Sebut (Kecamatan Jangkang]};
s Jalan Bodok — Bonti — Bantai,

W
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3. Ruas Jalan S i.Ranas — Umtano — Penyelimau — Sei.Buayan

4. Ruas Jalan Meliau — Tayan

3. Ruas Jalan Sz 1pang thﬂﬂﬂ@‘ — Sei.Batu;

6. Ruas Jalan Sosok - F‘nghasan Sebuduh;

7. Ruas Jalan Slmpaﬁﬁ‘ Saﬁjan Mengkiang — Terati — SP 4;

8. Ruas Jalan Pasir Puilih —Semoncol — w‘iakkawing;

9. Ruas Jalan Sejuah — Noyan — Lubuk Sabuk;

10. Ruas Jalan Balai Karangan — Keladang Dua — Setogor — Empoto;
11.Ruas Jalan Emba()nv — Sanggau Permai — Segole — Penyeladi (Ring

?iirin Kota ﬁ(ir‘x gat
12. Ruas Jalan Merau Nyari {(Batas Kabupaten Landak);
13. Ruas Jalan Batang Tarang (Empirang Ujung} — Batas Kabupaten
Landak;
14. Ruas Jalan Sei. Buayan — Pampang Dua - Kunyil — Teraju;
15. Ruas Jalan Meliau - Sei. Mayam,;
6. Ruas Jalan Sei. Mawang — Empaong — Sei. Jaman - Emberas —
Melugai — Cempedak;
17. Ruas Jalan Tj. Kapuas (Segole) — Entakai — Selampung — SP.4;
18. Ruas Jalan Bonti — Tg. Boyok — Muara Ronai — Terati;
19. Ruas Jalan SP.36 Kedukul — Batas Kabupaten Sekadau;

_______ 1..«,«.1-, B

211- i~ i,iaﬁ t,}(lL(ZLLL lelail; LX‘JiG k){l 55
a) Jalan Gajah Mada;
b} Jalan H. Agus Salim;
¢} Jalan Yos Sudarso;

A Trﬂqﬂ K H Dewantara:
\e-, LCRACRIEE SXxe1 2. —,A({

e} Jalan Kartini;

fy Jalan Kapuas;

g) Jalan Sekayam;

h) Jalan Gunung Bentuang;

i) Jalan Bukit Ruan;

j} Jalan H. Abbas;
¥4 ¥ 1 n R ok e 9257 P %

j Jalall Mustaia sulaimain oSIiregar;
I} Jalan H. Gusti

m) Jalan Anggre
n} Jalan Akses Komplek Perkantoran (Kel. Buﬂ"t)
213 ;

3 T Ao Tl 174 1 T « Tl o e
1. Ruas Jalan Dalam Kota Balai Karangan : Jalan Temenggung Gergaji.

)
22. Ruas Jalan Dalam Kota Batang Tarang : Jalan Busuliung.
23. Ruas Jalan Dalam Kota Entikong : Jalan Lingkar BDC

(3) Peningkatan dan Pengembangan Jaringan jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 1, terdiri atas :

o

Q.0

i
Penogembangan Jalan \h"g'rpmg Nasgional

Qi AL 3L A ETe

1. Nanga Badau - Nanga Merakai — Sekayam - Entikong — Jagoi babang
— Aruk — Temajuk {Paloh) yang merupakan rencana jaringan jalan
pavalel perbalasan;

2. Batas Negara-Entikong dan Balai A;I angan-Tanjung; dan

3. Tayan - SObOK— Simpang Tanjung - Kembayan — Beduai — Balai
Karangan — Entikong — Pﬂ*batasan barawak

Peningkatan dan pembangunan jembatan untuk meningkatkan

aksesibilitas antar-wilayah;

Peningkatap kualitas jembatan; dan

Pembangunan jembatan Sungai Kapuas yang me gnhnungk T yan =

Piasak — Toba yang merupakan bagian dari pengembangan wﬂ r Poros

Tl O SIT FEACE S S

Selatan menuju Kalimantan Tengah.

12
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Jaringan prasarana lalu lintas dan anckutan jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) huruf a angka 2 meliput

a. kawas gn lintas batas negara forpmﬂﬂﬂ darat internasionall yakni di
Entikong 1Sanggau§ berupa pP"lgembanﬁan terrn al gkutan Lintas
Batas Negara dan trayek AngKutaﬁ intas Batas N g a dari Pontianak
— Entikong — Kuching (Malaysia) dan Pontianak — Entikong — Bandar Seri
Begawan (Brunei Darrusalamj;

b. terminal tipe B di Entikong, Sanggaudan Tayan;

c. terminal tipe C diSosok (Kecamatan Tayan Huluj, Bodok (Kecamatan
Parindu), Kembayan (Kecamatan Kembayan), DBalai Karangan
(Kecamatan Sekayam), Batang Tarang (Kecamatan Balai}, Meliau
(Kecamatan Meliau), Balai Sebut (Kecamatan Jangkang), Bonti
u&ecamaLaﬁ Bonti) dan Teraju (Kecamatan Tobaj;

d. terminal khusus barang (dry port) di Entikong;

e. Peningkatan Jembatan Umbang di Sosok;

f Per%ingkatan Unit pppgujian kendaraan bermotor di Sanggau; dan

£. r’xvﬁgt:inumlgdn terminal kKhusus bay Al g di 1a§ At

darmgu“ emguui;ap sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana
H huruf b, terdiri atas:

1t erair
a. stl.em jarmgan prasa‘*ﬂ ana transpﬁrtasi sungai dikembangkan di Sungai
Kapuas;
Dermaga Sungai Kap
c. Pelabuhan penyeber
i. Tayan - Plasak,
ii. Sungai Mayam - Buayan,; dan
ili. Sungai Ranas — Tanjung Kapuas
d. Pengembangan pelabuhan atau dermaga khusus untuk pengangkutan
bauksit di Kecamatan Tayan Hilir; dan
e. Pengembangan Pelabuhan atau Dermaga Sungai Khusus penunjang

s
Kawasan Industri Hilir Kelapa Sawit di Tayan.

puas;
rangan terdiri dari:

,J

A v

Sistem jaringan prasarana transportasi sungai diarahkan ke
pengembangan prasarana dan sarana transportasi sungai bagi daerah yvang
belum terlayani/terjangkau oleh sistem transportasi jalan darat.

encana jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf

£

bt t

a. jalur kereta api; dan
b. stasiun kereta api.

alur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

Jalur rel lereta

Ngabang - Sos
Kalimantan szur,
b. Jalur rel kereta api Lintas Selatan yang menghubungkan Sosok — Tayan
— Nanga Tayap — batas Kalteng; dan
Jalur rel kereta api Lintas Tengah yang menghubungkan Pontianak -
Tayan.

i Lintas Timur yang menghubungkan Pontianak —

- Sanggau - bekadau — Sintan

W ;3)
o
|
i)
ur
=+
(o
w0
@
g
o
|

0

Pengembangan prasarana perkeretaapian berupa stasiun kereta api di

ey dan T
55 i Gan 1&)0.11
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Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 13

em jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
war uf ¢ meliputi
tatanan kebandarudaraan; dan

GLlilcall B0

ruang udara untuk penerbangan.

f/}

oy

o

’T‘atanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

mbangan bandar udara yang melayani penerban igan perintis di
2 -

)]
)
ey
o
B
=
]
D
D
D
g
-y
0
3

b. Pe gefnt}ang& hellyport di Entikon

Penentuan lokasi bandar udara yang melayani penerbangan perintis
spﬂagazmaﬁa szuksua pada ayat (2} huruf a akan ditetapkan setelah

1.a%

dilakukan kajian kelayakan lokasi.

Ruang udara L,pmi; pener 'mn,f:a sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi Kawasan Keselamatan Upera& Penerbangan (KKOP ng

P), ya
diatur Iebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dr‘xgi 1an {(’an}m ng_t
Rencana Sistem J aringan Prasarana Lainnya

Pasal 14
istem jar ngan prasarana lainnya di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud
alam ? 17 ayat {1} huruf ¢ meliputi:
SiSteiu jaringan prasarana energi/kelistrikan, minyak dan gas bumi;
sistem jaringan sumberdaya air;
sistem Jarmgan pos dan telekomunikasi; dan
sistem jaringan pengelolaan lingkungan

Paragraf 1
Sistem Jaringan Prasarana Energi/Kelistrikan, Minyak dan Gas Bumi

Pasal 15

Sistem Jaringan Prasarana Energi/Kelistrikan, minyak dan gas bumi
se{)agaimaﬂa dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
a. Dﬂf{ﬂﬂ Qi ﬁmmhaﬁ(ﬂzﬁ' ”qfﬁ?z A wri 5781’1 kabug}:{tgn’

E e AT Lfifs g V!;

b. jaringan transmisi listrik; dan
c. jaringan pipa minyak dan gas bumi

Pengembangan potensi pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf a, meliputi;

a. przgerphﬂngaﬂ Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)] bersumber dari
BBM di Kota Sanggau dan Kota Balai Karangan,

b. Pengembangan Pembangkit [ istvik Tenaga Uap (PLTU) di Sei Batu
Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Tayan Hilir;

c. Pengembangan Pembangkit Lis rz.k Tenaga Gas Batubara (PLTGB) di
Tayan;
d. Pengembangan energi baru terbarukan dengan potens’l energi air yang

i T MRAATTY.

bersumber riam-riam yang tersebar di seluruh Kecamatan \rL I'MH);
e. Pengembangan energi baru terbarukan yang bersumber potensi energi
surya (PLTS); dan

Pen €;uuaﬂg’:‘" ﬁux,r”l baru terbarukan yang bersumber dari bio bﬂﬁfgi.

by
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Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari:

a. Jaringan transmisi teganggan tinggi (SUTT) yang menghubu gi«’ﬂ
Pontianak, Ngabang, Sanggau, Sekadau, Sintang hingga Nanga Pinoh;
dan

b, Jaringan transmisi {egangan menengah {(SUTMj di selurubh wilayah
ka_bupﬂten_

Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)}

huruf C mehputz jaringan transmisi pipa minyak dan gas bumi jalur Natuna
(Provinsi Kepulauan Riau} - Tanjung Ap} (kabupaten Sambas; — Pontianak

— Tayan {(Kabupatlen Sanggau) —

Tengahj.

Pale ‘x_hghaz aya \1 Tovinsi Kalimantan

Paragraf 2
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

Rencana peﬁgembangﬂn 313tem Jamncrm sumber daya air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 hur uf b ;.iit”}‘i}}ﬂ ti:
a. Pengembangan sumber-sumber air bersih untuk kegiatan permukiman;
dan

b. jaringan prasarana irigasi.
Penvembangan sumber air bersih untuk kegiatan permukiman

~

e F1Y 1 4 -
I)chuzt.gfliicz unuc&;buu E!(il;(i ay éii (47 4 Nz Li& a me _éf%,(

a. Pembangunan instalasi air bersih dan peningkatan jumlah saluran air
bersih ke tiap hunian di pusat-pusat permukrnan;
b. Pembangunan dan pengembangan prasarana air bersihperkotaan di

Kecamatan Kapuas, Bonti, Noyan, Mukok, Jangkang, Tayan Hilir, Toba,
Kembayan, Meliau, Balai, Entikong, Sekayam, Beduai, Parindu, dan
Tayan Hulu;

c. Pembangunan danPengembangan prasarana air bersih di desa-desa

ada desa notensi air haku denean nonula
Lich UL Sa PULU ST LSO For il 4 id

yang sasarannya p U Aenigan popu

R WSSOSO Diesal VO LL

asi penduduk
yang cukup padat dan cakupan pelayanannya terhadap pelayanan air
bersih masih rendah, kawasan desa tertinggal maupun desa/daerah
wilayah strategis lainnya.
Rencana peﬂgem"hargﬂq sistem jaringan prasarana irigasi sebagaimana
uruf b diarahkan pada:

LIliIOg A S U x u; (888

a. kawasan budldava pertanian tanaman pangan lahan basah (PLB) di 15
Kecamatan;

b. Kawasan-kawasan sentra produksi padi sawah yang perlu
diekstensifikasi di 15 Kecamatan; dan

c. Pengembangan prasarana irigasi di wilayah pengamat pengairan yaitu
'Pengamat Pengairan Kapuas Balai dan Sekayam serta di kawasan

r":' n(nfi\(in }Aﬁg uii‘:‘)auumau ncuyau ﬁtj‘ﬂg(ﬁi‘ﬂbau an ﬁac‘fah Tawa U_ﬂt, K
mendukung pengembangan kawasan perbatasan meliputi DI Merowi di
Lini II perbatasan dan DI Pedesaan di wilayah Entikong, Sekayam,

Beduali, Noyan dan k&bu;{'}

Paragraf 3
Sistem JaringanPrasarana Pos dan Telekomunikasi

Pasal 17

Rencana Pengembangan prasarana pos dan telekomunikasi sebagaimana

Aq 1 o B | - Dacal 1A hiivriif » mmaoncalr-iine
dimaksud dalam Pasal 14 huruf ¢ mencakup:

Pembangunan stasiun microwave digital ke semua ibukota kecamatan;

15
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Pembangunan stasiun rural, terutama pada pusat desa yang letaknya

terisolir, terpencil dan terbelakang, atau pusat desa yang memerlukan waktu

3 latif lama untuk mencapainya;

Peningkatan pelayanan pos khususnya, pada kawasan perbatasan dengan

sarawak yaitu Kecamatan Sekayam dan Entikong, dan wilayah dengan
tensi sumber daya alam yang {inggi yaitu Kecamaian Tayan Hilir, Meliau
Kecamatan Toba; dan

1

D O

{
|

[ M
=

aringan nirkabel yang dipancarkan menara BTS dari dan ke
u sistem [ainnya yang merupakan teknologi baru

o Ca
¢
:
(e
e
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Paragraf 4
Sistem Jaringan Prasarana Pengel

1.3
Q
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3
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Pasal 18

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputl
a. Sistem jaringan drainase;

Sistem jaringan prasarana persampahan;

C.w-‘

C. Sistem jaringan air minum;
d. Sistem pengolahan air limbah; dan

e. Pembangunan stasiun klimatologi

Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a diarahkan pada kawasan perkotaan khususnya Kota Sanggau,
dan ibukota kecamatan lainnya untuk mengantisipasi dan menangani

Pengembangan sistem jaringan prasarana persampahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:

a. Pembangunan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) di 15 Kecamatan dengan
sistem sanitary landfill

b. Pembangunan Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) di 15 Kecamatan;
dan

Pengelolaan persampahan melalui pengurangan sampah semaksimal

mungkin dari sumbernya melalui program 3R, peningkatan peran serta

masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan

pengembangan  sistem  pengelolaan  persampahan, penguatan

kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola

persampahan dan peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem

pelayanan serta pengembangan alternative pembiayaan.

g‘;

.
"
@)

Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur

meliputi:

a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdiri dari SPAM Perpipaan dan
SPAM Non Perpipaan terlindungi;

b. SPAM perpipaan terdiri atas, jaringan pipa transmisi air baku, dan
instalasi pengolahan air minum yang terdapat di Ibukota Kabupaten
Sanggau dan seluruh kecamatan; dan

c. SPAM non perpipaan terdiri atas sumur dangkal, sumur pompa tangan,
bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air
kemasan, atau bangunen perlindungan mata air yang terdapat di

o

Ibukota Kabupaten Sanggau dan seluruh kecamatan.

LI LI i: S 3UT 12 (T AL A ii

g
yat (1) huruf d dilaksanakan secara setempat (on site) dan terpusat (off
site) dan terdiri atas:

Penanganan sistem pengelolaan air limbhah sebagaimana dimaksud pada
a
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elolaan air limbah domestik; dan
elolaan air limbah non domestik yang mencakup limbah berupa
n ! ]

oW
g
D
-

Q)

o fian me -t SR DI D At lata P -
Ketentuan r Micngenai penanganan pengeivciaan air iimoai SL;Jaza,uua

dimaksud p ada ayat (1) dan rencana pembangunan intalasi pengolahan air
limbah ”PAL} diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri.

Dembdngunan stasiun klimatologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e dilaksanakan di Kecamatan Kapuas, Entikong dan Tayan.

T2PATY YT 7

575 1Y
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

[T

G

Pasal

Rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten meliputi:
a. Pemantapan kawasan lindung; dan
bh. Pengemhbhangan kawasan bu dlda}fa.

BSE-AVSSEES bl

Pemantapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada 1)

a dilakukan dengan mengacu pada kawasan lindung yang telah ditetapkan
secara nasional dan memperhatikan kawasan lindung yang ditetapkan oleh
provinsi dan kabupaten dengan muatan kearifan lokal.

Penetapan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf
b dilakukan dengan mengacu pada kawasan budidaya yang memiliki nilai
strategis nasional, serta memperhatikan kawasan budidaya provinsi dan
kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian  1:50.000 bﬁbdgaﬂﬁdﬂa tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Lii_ i L STRAASNTRL

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 20

hawasan lindung sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1} huruf a meliputi :
g \¢ J

o P

o Qo

Kawasan hutan lindung s
di Kecamatan dei%k&d‘f 2y
Hulu, Tayan Hilir, Meliau,

Kawasan hutan lind ung,

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
Kawasan perlindungan setempat,

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan

Kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 21

agaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a tersebar
iikong, Sekayam, Noyan, Bonti, Kembayan, Tayan

eba
En
Toba, Beduai, dan Balai.
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Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan

. | - 1 ssrnhve
erh: Kawasan di bawahnya

Pasal 22

Kawasan yang memberikan periindungan pada kawasan bawahannya
sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b meliputi kawasan resapan

air.

Kawasan resapan air sebaga;mwa d maksud pada ayat (1) ierletﬂk di
kawasan hutan lindung dan daerah imbuhan air tanah terdapat di

Paragraf 3
Kawasan Periindungan Setempat

Pasal 23

Kawas% perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

huru erdiri atas:

a. kawasan sempadan sungai;

b. kawasan sekitar danau;

¢ kawasaﬂ sekﬁar mata ajr' dan
&

Kawasan sempadan sungai SF'?:}agf—“'1 1ana dimaksud pada ayat (1) huruf a
3_(12 at di QPDA‘!’HQTSQ_ anﬁm Kapuas, Sungai Tayan, Siingai Se

te > 2
Sungai Mengkiang, Sungai Beducu Sungai Buayan, Sungai Embuan dan
Sungai Cempede.

B

Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdapat di Kecamatan Tayan Hilirdan Sekayam.

Kawasan sekitar ﬁzaz air sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf ¢
terdapat di seluruh wilayah kabupaten.

};‘)n%_g terhbuka %ggﬂ akan ﬂ1knmhar&n‘1zgp di kawasan ?Qrkgtg‘_g&n dsngaﬁn

luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan.

Paragrat 4
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam

dan Cagar Budaya
Pasal 24

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, terdiri atas:

a. Kawasan cagar alam,;

b. Kawasan taman wisata; dan

c. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
mencakup kawasan Cagar Alam Niyut Penrissen yang terietak di

L&bC(,\_.u.iuL ei{a}Tm dgA Ent;xa_ung

Kawasan taman wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b

erupa Kebun Raya Danau Laitdan Danau Bekat di Kecamatan Tayan Hilir

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. Kawasan Keraton Sanggau di Kota Sanggau;
b. Kawasan Keraton Mengkiang di Kecamatan }
c. Kawasan Keraton Tayan di Kota Tayan,
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ar Kecamatan Parindu;
tan Sekayam;
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wasan Rumah Betan
Kawasan Rumah Bet
awasan Rumah Betan \g amatan Toba;
awasan Makam Pang D "iandan Kecamatan Meliau;

awasan Keramat Munggu Lancak, Desa Cempedak;

Rumah Adat Songkong, Toba

wasan Pedagi Babah Bongor fTab%mg Benua);

Penulak dan Nulik, Yongkok Desa Sejontang;
Kawasan Keramat manuk, Dusun Empirang Ujung;

Kawasan Batu Keramat, Perbatasan Meliau tayan;

Kawasan Makam Pangsuma Kecamatan Meliau; dan

Kawasan Makam Gusti Lekar Kecamatan Meliau.
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Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 25
(1) Kawasan rawan bencana alam sehaﬁa;mana dimaksud dalam Pasal 20
huruf e adalah kawasan rawan banjir dan rawan longsor

(2] Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1] adalah
sepanjang kawasan daerah aliran sungai (DAS) Kapuas dan Sub daerah

aliran sungai (DAS) Sekayam. -

(3) Kawasan rawan longsor dengan

ti rendah, menengah, dan
tinggisebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan
Meliau, Tayan Hilir,Kapuas, Mukok, Toba, Entikong, Sekayam, Bonti,

emba‘,fan Noyan, dan Jangkan

Bagian Ketliga
Kawasan Budi D::zvg

Pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 aya
{1) huruf b terdiri atas:
a. Kawasan peruntukan hutan produksi;

s . 4 ‘.
D. kKawasan perunft kan hutan akKyat,

-

c. Kawasan peruntukan pertanian;
d. Kawasan peruntukan perikanan;
e. Kawasan peruntukan pertambangan;
{. Kawasan peruntukan industri;
g. Kawasan peruntukan permukiman;
h. Kawasan peruntukan pariwisata; dan
1. Kawasan peruntukan pertahanan.
Parvagraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 27
(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 huruf a meliputi:
a. kawasan hutan produksi terbatas (HPT);
b. kawasan hutan produksi tetap (HP); dan
¢. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).
(2) Kawasan hutan prsﬁ!-gsz terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurufa tersebar ecamatan Kapuas, Entikon g, Sekayam, dan, Meliau.
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Kawasan hutan modukm tetap (HP) sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
huruf b tersebar di Kecamatan Kapuas, Mukok, Jangkang Entikong,
Kembayan, Bonti, Beduai, Balai, Tayan Hul ili

LY CAiis 12 LS 1iy

Selkkgvam Oy
Sek , Novan,

SCLY dal

dan T Qba.

Di dalam Kawasan Hutan Produksi terdapat hutan kemasyarakatan
meliputi Kecamatan Kembayan, Bonti, dan Noyan.

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK] sebagaimana
dimaksud pada ayat (i} huruf ¢ terdapat di Kecamatan Meliau.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 28

Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan budidava hutan yang

P P =

dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Kriteria pc; tapan kawasan

o
sad = 5

hiutan rakyal adalan hulan yang dikelola oleh mas
alam, hutan lindung, hut h

terbatas, dan hutan konversi.

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal
26 huruf b meliputi:
N

!‘::h

ilik, vakni
PoJ

X

hutan rakvat vang dibangun di atas tanah-tanah

w
EE
=
v}
)

U‘
T
&
=
=

adat atau dalam bentuk lain: hutan desa, adalah hutan—hutan
rakyat yang dibangun di atas tanah &c}munai ﬁzgg azf{ei a untuk

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
urhr g Mairvn'a‘lw

L1 ‘{,_:_1:) tipzt.

h

a. Kawasan budidaya tanaman pangan;
b. Kawasan budidaya hortikultura;

¢. Kawasan budidaya perkebunan;

d. Kawasan budidaya peternakan; dan

Kawasan budidaya tanaman pangan sebag t 1ana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi kawasan lahan basah dan kawasan lahan kering.

Kawasan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di
seluruh kecamatan terutama di Kecamatan Sekayam, Entikong, Jangkang,
Kembayan, Balai, Toba, dan Mukok.

Kawasan lahan Kkering sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diarahkan

5 ~ i 1- : B
esuai dengan pengembangan komoditas:

P
S
a. Jagung tersebar di seluruh kecamatan terutama di Kecamatan Parindu,
Kembayan, Kapuas, Tayaq Hulu, Beduwai dan Sekayam;

Ubi kayu tersebar di seluruh kecamatan terutama di Kecamatan
T{aﬁ;}ag} emhavan qua};, gfﬁza{ygm dan T\ﬂnkn

AT Y TRaas 2SR A DA

Sy

T 7L

c. Ubi jalar tersebar di diseluruh kecamatan temfama di Kecamatan
Kapuas, Kembayan, Balai, Sekayam dan Mukok;
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d. Kacang tanah tersebar di dlSﬁlu‘“hh kecamatan terutama di Kecamatan

Kapuas, Kembayan, Balai, Sekayam dan Mukok;
e. Kacang Kedelai tersebar di diseluruh Kecamatan terutama di

Kecamatan Kapuas, Kembayan, Balai, Sekayam dan I Mukek; dan
Kacang Hijau tersebar di diseluruh kecamatan terutama di Kecamatan
Kapuas, i{embayan, Balai, Sekayam dan Mukok;

=

Kawasan budidaya hortikultura senag&mana dimaifsud pada ayat (1) huruf

b diarahkan sesuai dpnga n pengembangan komo

a. Sayur-sayurandi semua kecamatan; dan

b. Buah-buahan terutama durian Kecamatan Balai dan Sekayam, Pisang
di Kecamatan Sekayam, Beduai dan Entikong.

-

Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf ¢ diarahkan sesuai dengan nenaemhgﬂagﬁ komoditas:

a. Kelapa Sawit di Kecamatan Parindu, Kapuas, Mukok, Tayan Hulu,
Meliau, Kembayan, Bonti, Toba, Balai, Noyan, Sekayam, Tayan hilir dan

T araratbasm 1;—1«'?1,5‘3—-‘;‘ .
KROECasiiatdall iaiiiya,

b. Karet tersebar pada semua kecamatan;

c. Kakao di Kecamatan Sekayam, Beduai, Kembayan, Entikong, Noyan
dan Kapuas;

d. Kopi di Kecamatan Meliau, Balai, Noyan, Kembayan, Mukok, Sekayam

dan Beduai;dan
e. Lada di Kecamatan Sekayam, Entikong, Tayan Hilir dan Beduai.
Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf d diarahkan di seluruh kecamatan dengan prioritas pengembangan

1 <7e 1 4 s A 7 s
pada kecamatan yang memiliki potensi padang rumput yang relatif luas.
s i i il ax j DO Aadda ~t N

Lan ra t: ¢ 13t Dancan = o oAl }
Kawasan bugidaya tanaman pangan sciagaimana dimaksud pada ayat {4j

ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

O"

s

Paragraf 4

W o Dorite 1 lrm
Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan budidaya air tawar; dan
b. Kawasan peruntukan perikanan tangkap.

£

Kawasan peruntuk <an budidaya perikanan air tawar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kecamatan

Kawasan peruntukaﬁ perikaﬂan tangkap sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 huruf b diarahkan di Kecamatan Tayan Hilir (Kawasan Danauj,
Sepanjang Sungai Kapuas danSungai Sekayam

Paragraf 5

Pasal 31
Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 huruf e meliputi kawasan pertambangan mineral, batubara dan minyak

Kawasan peruntukan pertambangan mineral tersebar di seluruh
kecamatan.

Kawasan peruntukan pertambangan batubara di Kecamatan Jangkang,
Noyan dan Bonti.
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Kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi berada di Kecamatan
Mukok.
Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR] berada Kecamatan Kapuas, Mukok,

1 L i 411
Tayan Hilir, Sekayam, Meliau, Tayan Hulu, Bonti, dan Entikong.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

Kawas 1 peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
hwarufi { terdiri atas:
a. KgxerQQﬁ peruntukan industri mpﬂgnﬁah dan besar: da

Ciz LSl '-».-u._

b. Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga

2

o

Kawasan peruntukan industri menengah dan besar ‘—:ebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufa terdapatdi &bcamm n Kapuas, Tayan Hilir, Entikong,
Tavan Hulu, Toba, Mukok, Parindu mbavan Q‘,plzgvg’m Noyan dan

[ S 2O S LaZiid

Meliau.

»}-4

Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 33

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26
huruf g terdiri atas:
a. Kawasan peruntukan Qgﬁ’nuknﬂar} nerknfggﬁ? dan

aSal x,. i

b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a diarahkan:

a. Diprioritaskan pada pengembangan kawasan permukiman di Kota
Sanggau, Kota Entikong, Kota T i i
Kabupaten Sanggau;

b. Pada kawasan aengan jumlah penduduk 100.000 jiwa serta dominasi
kegiatan penduduk dan pemanfaatan lahannya di sektor non pertanian;

dan

Perluasan kawasan permukiman dapat dilakukan dengan

mengkonversi lahan Qeruntukan kegiatan pertanian lahan kering (PLK)

dan meﬁghiﬁdafi ﬁ‘icnanﬁui@i si lahan 'f)CfuﬁLlekaiL keglatan per tanian

lahan basah (PLB), serta tidak mengubah fungsi kawasan lindung dan
pertanian lahan basah beririgasi teknis.

0

Kawasan permukiman pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b berada di luar kawasan perkotaan yang diarahkan:

a. Kawasan permukiman yang berada dalam kawasan hutan produksi
disediakan areal budidaya (pertanian, perkebunan, peternakan) seluas
2-5 ha / KK dikali jumlah KK pada kawasan permukiman tersebut;

b. Kawasan permukiman yang berada dalam kawasan lindung, akan
dilakukan pembinaan pada kawasan permukiman tersebut.

¢. Pengembangan kawasan permukiman transmigrasi, baik HTI maupun
Non HTI, arahan pﬁnempatannya diprioritaskan di Kef‘amat
Sekayam, Kecamatan Entikong, Kecamatan Meliau, Kecamatan Mukok,
dan Kecamatan Noyan.
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Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 34
Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 26

i1 f

11§ b to
1Ll il 11 1O

=

L. . N
il Gaiil

-

Kawasan peruntukan pariwisata alam;
Kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
c. Kawasan peruntukan pariwisata minat khusus.

o

Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dikembangkan di:

a. Kawasan Pancur Aji Kompleks;

b. Kawasan air terjun Ropot Rimba Sayu {Lape}, Alkodo, Riam Keniau,
Riam Kuyuk, Kunyo, Tibuh, Hansa, Rengas, Ceriak dan Selanjing,
Tekosin, Gurong Maluh, Mujung, Riam Biying (Desa Hibun}, Nek Sawa,
Tapang Munti, Riam Benyawai, Riam Mahas, Sungai Aweh, Raja Lipan,
Ponti Tapau, Mobui, Riam Asam, Riam Jito, Nopan, Air Terjun Putih,

Riam Macan, Riam Sengayak, Riam Batu Berapit, Riam Potai, Riam

I
Romok, Riam Merau, Riam Engkarok, Riam Randu, Riam

Batu Ikan, dan Riam Lancak;

L

c. Kawasan Batu Posok di Desa Penyeladi Hulu;

d. Kawasan Sipain Lotup {Air Panas) Kecamatan Jangkang;
e. Kawasan Tinyan Kompleks;

f. Kawasan Batu Bergantung, di Kecamatan Bonti;

g. Kawasan Wisata waduk Merowi;

h. Kawasan Wisata Gua Thang Raya (Beduai);

i. Kawasan Wisata Bukit Penrissen;

j- Kawasan Wisata Bukit Belungai;

k. Kawasan Agrowisata Kampung Baru (Kuala Buayan).

1. Kawasan Wisata Danau Batu (Desa Balai Tinggi);

m. Kawasan Wisata Danau Bekat;

n. Kawasan Wisata Agropolitan Tanjung (Kecamatan Tayan Hulu);

Kawasan Wisata Gunung Semaung - Sepapan;

Kawasan Wisata Gunung Semarong;

Kawasan Wisata Gunung Tiong Kandang;

Kawasan Wisata Kebun Raya Danau Lait Kompleks;
Kawasan Wisata Padong Pangeran, Balai Karangan;
Kawasan Wisata Hamparan Pasir Pulau Tayan, tayan Hilir;

XN

oo~

u. Kawasan Wisata Gunung Bowang;
v. Kawasan Wisata Gunung Bengkawan;
w. Kawasan Wisata Goa Tedung Desa Engkode;

LS e

x. Kawasan Wisata Batu Laut Desa Kuala Rosan Kecamatan Meliau;
y. Kawasan Wisata Pasir Putih Desa Kuala Rosan Kecamatan Meliau;
Z

. Kawasan Wisata Batu Lebur Desa Balai Tinggi Kecamatan Meliay;
aa. Kawasan wisata Hutan Kota Semboia; dan

bb. Kawasan wisata Arboretum di Semboja.

Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dikembangkan di:
Kawasan Keraton Surya Negara, Sanggau;

a. Ka anggat;

b. Kawasan Keraton Mengkiang;

¢. Kawasan Wisata Kota Sanggau;

d. Kawasan Wisata Rumah Betang Dorik Empulur;

e. Kawasan Wisata Rumah Melayu di Bunut;

f. Kawasan Wisata budaya Rumah Betang Panca, Sekayam;
g. Kawasan Wisata Rohani Riam Macan;

h. Tepekong Sanggau;
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i. Tepekong Meliau;
j. Kawasan Wisata rumah betang Desa Nebindang Kecamatan Toba;
k. Kawasan Wisata makam Pangsuma Kecamatan Meliau;
I.  Kawasan Wisata Gusti Lekar Kecamatan Meliau; dan
m. Kawasan Keraton Tayan.
n. Kawasan Kampung Wisata Tanjung Sekayam.
(4) Kawasan peruntukan pariwisata mmat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) burufc dikembangkan di:
a. Wisata arung jeram di Sung Pelanduk dan Sungai Sekajang, Desa
Suruh Temba&vaﬂg dan
b. Wisata eko {ecotourism) di Cagar Alam Niyut Penrissen
Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Pertahanan
Pasal 35
Rencana pengembangan kawasap peruntukan pertahanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf i terdiri atas:

. Markas Kodim 12@4,! Sanggau ’&eﬂ etak di Kecamatan Kapuas;

b. Koramil yang terdapat di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten

¢. Kompi B Y onif 642 terietak di Kecamatan Kapuas

BAB YV
APAN KAWASAN STRATEGIS

Bagia”z Kesatu

Pasal 36
{1} Kawasan strategis vang terdapat di Kabupaten Sangeau. terdiri atas
(1} Kawasan strategis yang terdapat di Kabupaten Sanggau, terdiri atas
a. Kawasan St 0 1

o~
L
.

(2) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a

diteta apkan dalam Rencana Tata Ruang Wnavaﬂ Nasional dan me rupakan
wilayah vang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
penbaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaﬂlatan negara,
pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial,budaya, dan/atau

hrl(ﬂz ungan, termasuk nnlg_vgh vang telah n1fpfgp‘ zan Sgbggal warisan

dunia.

(3) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
dan merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat Qpp‘mng dalam hnolzuﬁ provinsi tprhadgﬂ

........ AL L C QIR IIL 11112005 Liid

ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

(4) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan merupakan wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan.

ol

Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kedua
Kawasan Strategis Nasional

Pasal 37

{awasan Strategis Nasional yang terdapat di kabupaten sebagaimana

*R‘

dimaksud dalam Pasal 36 ayat {2} terdiri atas:
a. Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi; dan
b. Kawasan Strategis Nasional dari sudut ke pentmgan pertahanan dan

keamanan.

Kawasan btrategls Nasional dari sudut {{ﬁpﬁntlﬂga_ﬂ ekonomi Sebaﬁmmma
aksud }}dtia ay at \i; huruf a adalah Kawasan i‘{,iig\,?ﬂ;)d}'}gali Ekonomi
erpadu Khatulistiwa.

3
dim
Ter
Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepen fmgﬁﬂ_ pertahanan dan

keamanan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b adalah kawasan
£ y J
perbatasan darat Republik Indonesia dengan Malaysza

Bagian Ketiga
awasan Strategis Provinsi

Pasal 38

Kawasan Str a‘i;egis Provinsi yang t?rdapat di kabupaten sebagaimana

. 5 Ads Atrat Y EFSOUID B

Uixiimx{"jh}.u uald_xlx fd\gi 3(} Ty Al iu} Lergin au

a. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kenentingaﬂ ekonomi; dan

b. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan daya dukung

{ingkungan.

awasan Stiat egis Pr( dar" sudut kepentingan ekonomi sebagaimana
Kawasan Industm T ayan dengan S{i‘kLOf unggulan pertambangan,
perkebunan dan industri; dan

b. Kawasan pertambangan bauksit.

Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan daya dukung

lingkungan !iaezdir: dari kawasan ekosistem Gunung Niyut Pen

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 39

Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat

(4) terdiri atas:

a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

b. Kawasan yang memiliki mlaz strategis d ari sudut kepentmgaﬁ sosial
budaya; dan

C. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi
dan daya dukung lingkungan,

Kawasan strategis Lkabupaten dari sudut kepentingan ekonomi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;

b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan
ekonomi;

c. memiliki potensi ekspor;

d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegi atan ekanmm

e. memiliki i{!f—,g iatan ekonomi yang imnemariias tkan tekno



o,
W
—

s
et

f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam
rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
g. berfungsi untuk memperw; ankan tingkat produksi sumber energi

ddlam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; dan/atau
h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:

a. tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya
daerah;

b. tempat perlin ‘Uﬂgan peninggalan budaya; dan/’ atau

R, P S, - 1. — . a1 s

e nii/x\i}}dﬁdii asel budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan.
Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan Sebagaima,na dimaksud pada ayat (1) huru
ditetapkan dengan kriteri

a. merupakan tempat perhndunoan keanekaragaman hayati;

b. merupakan aset kota berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi
perlindungan ekosistem dan flora serta hutan kota;

c. memberikan merlmdungdn keseimbangan tata guna air;

d. memberikan perimdunvan terhadap keseimbangan ikiim makro;

e. menuntut pr rioritas tiﬁ’égi llillgkdtdii kualitas uusk‘dﬁg"i" hidu up;

f. rawan bencana; dan/ atau

g. sangat menentukan dalam pe ahan rona alam dan mempunyai

dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Pasal 40

Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi
sebagaimana dimaksud Dada Pasal 39 ayat (1) huruf a terdiri atas:

Bandar Entikong Jaya di Entikong;

Kawasan perkotaan Sanggau;

Kawasan perkotaan Balai Karangan; dan

Kawasan Industri Tava

po o

Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial
budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b terdiri atas

Kawasan Keraton Surya Negara di Kota Sanggau.

Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi

dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat

{‘H huruf ¢ terdiri atas Kawasan Kebun Rava Dan
ayan Hilir.

3
au Lait di Kecamatan

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Pasal 41
Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur
ruang, rencana pola ruang, serta penetapan kawasan strategis kabupaten
Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan

C
dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang.

]

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan
rencana tata ruang yang dg"bar&an ke dalam indikasi program utama
?gngemhgno'ap nnlqvg_}:\ dalam ianoka waktu perencanaan 5 {lima} tahun
{ tar

i Wi R i A= 3 s e LAEATEE L w2

sampai akhir tahun perencanaan, yaitu mulai tahun 2014 sampai dengan
tahun 2034.
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(4) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
aam 4 (empat) tahapan jangka lima tahunan, yaitu:
a. Tahap pertama, lima ah1 in pertama (2014 — 2019} yan

hu (2014
program utama tahunan

b. Tahap kedua, lima taﬁun kedua {2019 - 2024};

¢. Tahap ketiga, lima tahun ketiga {2024— 2023); dan
d.

“’" - A

Tahap keempat, lima tahun keempat (2029 — 2034).
f:

SRc

ndikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
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Ketentuan pengendalian pem anfaatan ruang wilayah kabupaten digunakar
n anfaata ruan

u
~ 14
sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruar

wilayah kabupaten.

1
o
=

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
d. arahan pengenaan sanksi.
Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 43
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud
Pasal 42 ayat (2) huruf a merupakan penjabaran umum ketentuan yang
mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan

pengenaahannya yang mencakup seluruh wilayah kabupaten.

{2} Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten digunakan sebagai pedom
kepada pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan zonasi.

(3} Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten terdiri atas:
a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat kegiatan;
b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi
darat;

c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
perkeretaapian;
d. Ketentuan umum peraturan 7zoNnasi

: 5 A2l UALZAA221 pJoiqal

udara;

....

untuk sistern

e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;

{. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumberdaya
air;

g. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
telekomunikasi;

h. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan

1.  Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.
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Paragraf 2
Ketentuan Um 1 Perat

Ketentuan umum peraturan zonasi un'mk sistern  pusat kegiatan
Se}'\nnr\ﬂws ﬂ1mr\17011r‘! r]m] vy D&nn1 /1’-2 Q[,YQQ‘ ‘\u, bhr'nfn fpv-(qifl Agr-g

Uﬁiaiiliw;u RALLIIATIU iCiiciiii T avatl L Lol
Peraturan zonasi untuk PKW;
Peraturan zonasi untuk PKL;

onasi untuk PPK; dan

o

=0
)9,
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isusun dengan emperhatman.

a. ﬂemenfﬂﬂfa ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala
provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan
ya g Sesueu aenga‘q keglatan ﬁi{enemz yang dﬂayemmya dan

77777 ’f}ﬁ'z‘)cu Pey mukiman
denoaﬂ tmgk&t m‘mhmmq pemgnf‘aﬁtaﬂ ruang menengah yang

-
"
&
)
A
(L
E%
&
e
g
EE
zs
%
e
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P
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L
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fé?
]
&
5
e
B

kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal
dikendalikan.
Peraturan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disusun s.}f,’ﬁg,&ix memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan
ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan

infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang
dilayaninya.

Peraturan zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan
ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan

infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang
dilayaninya.

Peraturan zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan
ekonomi berskala desa/perdesaan yang didukung dengan fasilitas dan
infrastuktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang
dilayaninya.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi darat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b terdiri dari:
a. Ketentuan umum ‘Gﬁl’&t"’””"} zonasi untuk jal"i an ‘;cuau nasional

maupun jalan provinsi,
b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kabupaten;

dan
CLLL
T
c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional maupun

jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan

memperhatikan:

28



a. Pememfaatan ruang di Sepamanc sisi jalan nasional maupun jalan

provins dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang

i3
kecenderungan pengembangan ruangnva dibatasi;

RN
b. hetf*ntuan pe arangaﬁ alih iung51 1ahan yang berfungsi lindung di
sepanjang sisi jalan nasional maupun jalan pm&;m& dan

¢. Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasi {sé:‘aa’a maupun
jalan provinsi yang memenuhi ketentuan daerah pengawasan jalan
(Dawasjaj.

Ketentuan umum peraturan zonasi unthk jaringan jalan kabupaten
: . o

esual xetentuan

L=
-~ |
peraturan ﬂPﬂIﬂdQﬁG(’h daerah
¥ perundangan daerar
. . . s
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai dan

v}
8
o
(ol
i

penyeberangan sebagalmana dimaksud pad
dengan memperhatrkan
Keselamatan dan eamanan peiayaran

500220 m —

vang .)erdampak pada Kﬁberadaan alhr p@layaraﬁ sungax,

c. Ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak
pada keberadaan alur pelayaran sungai; dan
d. Pembatasan pemanfaatan perairan yang bedampak pada keberadaan

aluran pelayaran sungai.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan perkeretaapian
Qohgnoxmhﬂg 1‘111M077q11r1 Aolnm DQQQ1 4,3 g{fg‘i‘ {2y hiyrnt C disusun dsr‘ljan

DU GACUILICIG Wdliiais Y@L (T dildiuid sy
memperhatikan:
a. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan ;alur kereta api dilakukan

o

O

Ketentuan umuim peraturan zonasi untuk Sis
cpbgaggm& y dimaksud dalam Pasal 42 agvat {

dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan
Q engembangan ruangnya dibatasi;

Ketentuan pelarangan pemdnfadfan ruang pengawasan jalur kereta api yang
dapat men gganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi

dengan jalan; dan

Penetapan garis sempadan bangun di sisi jaringan jailur kereta api dengan
memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan

jalur kereta api.

Paragraf 5

term Jafii’igdﬂ Transportasi Udara
(3) huruf d harus A‘S"odn deugan

CAiLik AT 4 QRoTs T QY

mematuhi ketentuan mengenai:

a.

b.

pemanfaatan ruang untuk daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan
kepentingan bandar udara;

pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan
pengembangan Dandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan
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c. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas
k an kebisingan.

Para, gfaf 6
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
. .

(1} Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi
< Iroi: A Hr\]r\m Dﬁonl /1’2 n nj’ ‘[Q‘i ]ﬂhv*nt Fay fe d1r1 r}elﬂ

IsY -qq
ue Q“allziw.l Uil lal\.suu UCUTiiL | s 1ik W

a. peraturan zonasi untuk jaringan pi pa inyak dan gas bumi,
b. peraturan zonasi untuk pemaancrkz tenaga listrik; dan
C. peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
(2] Peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana

1 3
dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan

pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus
memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya.

o,
w
!

Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf b disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang
di sekitar nnmhgﬂﬂbgf listrilz harus me yerhatika J;ara;{ aman dari

8 ¥ Puiiiiodal AuL A5s i AN L;L\,L;; uu;xx ;. fetouisy

kegiatan lain.

G o

4
n

(4) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan ketentuan
pdm*wpmqn pemanfaatan ruang behgc di sepanjang jalur transmisi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o
=
o
=
o

I h

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumberdaya air pada

wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat {3) huruf { disusun

dengan memperhatikan:

a. Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap
menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;

b. Pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai selaras dengan pemanfaatan
ruang pada wilayah sungai di kdhnnawn/kﬁ?a vang berbatasan;

¢. Pengelolaan yang berdasarkan satuan wilayah hidrologis, yaitu daerah aliran
sungai/wilayah sungai;

d. Pengelolaan yang direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu,
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan

e. Ketentuan satu sungai, satu rencana dan satu pengelolaan terpadu.

Paragraf 8
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan T&Eek@m unikasi

p—"
et

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi
S\,ba:cumqua dimaksud pada Pasal 43 cf\faf i?)} huruf g disusun dﬁﬁsaﬂ
memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan
menara pemancar telekomunikasi yang mempe h1tungkan aspek

keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
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Untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang maka menara digunakan
{)ersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana

dimaksud dalam pasal 43 ay“ {’ j nuruf h terdiri atas:

a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan Hndung;

b. Ketentuan umum peratura zonasi un ltuk kawasan resapan air;

c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlmaungan
setempat,

d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam,

pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana

oaniivr
Ketentuan uwmum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung
sebagaimana du__aksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan

a. Pemamaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;

b. Ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi
luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan

c. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan
bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi
lindung kawasan dan di bawah pembinaan Instansi yang membidangi
Kehutcman.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan
mﬁuiyej. hatikan:
a. Pemanfastan ruang secara terhatas untuk Lr.aiggofo-n budi Aax?ra tidak

L iaais b i e 8 8 4 141
o

terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan
air hujan; dan

b. Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun
yang sudah ada.

Aiiaiil i_r‘c./l&&s.\& w; 1:Cav3a wdad LR o R T LAY Aliis Lisgsat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ disusun dengan
memperhatikan:

K@{gﬁ{u&q umum neraturan Unﬁaq1 unt 3_:§ ?BVJES 18] }_C‘P?‘i el r}o‘gp setemnat

a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang

dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman
rekreasi; dan
d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian

alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf d

disusun dengan memperhatikan:

a. Ketentuan pelarangan semua kegiatan budidaya di kawasan suaka
alam dan pelestarian alam;

b. Kegiatan wisata alam dapat dlakukan secara terbatas sepanjang tidak
meruibah bentang alam dan menganggu fungsi lin gkungem,

—v
c::r‘

b

Ll
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c. Pengembangan kawasan penyangga di sekitar kawasan suaka alam dan
pelestarian alam guna perlindungan kawasan; dan
d. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi kawasan

suaka alam d-em pelestarian alam.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf e disusun dengan

memperhatikan:

a. Penetapan batas dataran banjir;

b. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan
pembangunan fasilitfas umum dengan kepadatan rendah' dan

b. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagli kegilatan permukiman
dan fasilitas umum neptma lai rmva

Sl TRt O

Paragraf 10
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Untuk Kawasan Budi Daya

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan kawasan budidaya
abag&mana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) hurufi terdiri atas:

a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan
hutan rakyat;

b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
perta.naﬂ tanaman Dangam

¢. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
pertanian hortikultura;

d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
perkebunan;

e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
perikanan;

f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
peternakan;

g. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
pertambangan;

h. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan

industri;

i. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
pariwisata;

j. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan

permukiman; dan
k. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan

keamanan.

r““

Ketentuan umum p urant zonasi untuk kawasan hutan produksi dan
hutan rakyat sebagaima _na_ﬁzmdiisud pada ayat (1) huruf a disusun dengan

mematuhi ketentuan mengenai:
a. pﬁmbatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian

P S

i,

Sumoer uaya LluL&L,
b. kemampuan untuk melakukan pemulihan kondisi sumber daya alam;
C. mengutama can pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutan
tanam

d. 1arnmmn nendmﬂﬂ bangunan pada hutan produksi kect

menunjang kegiatan pe"nanfaatdn hasil hutan;
€. pembatasan penggunaan kawasan hutan produksi; dan

1ali hanya untt

nr
Liuitcall pruouus S U i1 LLiitur
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f.  dimungkinkanr }a dilakukan kegiatan penambangan, namun haru

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang kehutanan
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian
tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun
dengan memperhatlkan.
a. Pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan
rendah;

1

b. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non
pertanian kecuali untuk pembapgupan sistem jaringan prasarana
irigasi, serta sistem jaringan energl {jaringan transmisi listrik dan pipa
migas);

c. Perluasan areal kawasan sawah beririgasi; dan

d. ketentuan Jumian dan jenis komoditas hortikultura yang memiliki nilai
ekonomi uﬁsgl dan ncung’giﬁﬁﬂ KO :)E'ij"aﬂf,

Ketentuan umum peraturan zonast untuk kawasan peruntukan pertanian

hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disusun dengan

memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan
oAt

b. ket nt"an jumlah dan jenis komoditas hortikultura yang memiliki nilai
ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif; dan

c. pemanfaatan kawasan peruntukan hortikultura untuk tanaman

nerkebhyinan terutamsa yvang bhukan }\{_\r]r{)g tanaman keras anahila

i
Mrernliuiiass Ha i NI C Cupsihsai e

terjadi wabah penyaklt tanaman hortikultura pada kawasan yang
bersangkutan.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d disusun dengan
memperhatikan:

a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkebunan baik yang sesuai
dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam
dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya,

b. Ketentuan jumlah dan jenis komoditas perkebunan yang memiliki nilai

ekonomi tmbbx dan Keungguian komperatif; dan
c. Pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayal (1} huruf e disusun dengan

memperhatikan:

a. Pemanfaatan ruang untuk permukiman pembudidaya ikan dan/atau
nefayan dengan kepadatan rendah;

b. Pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi
lestari; dan

c. Ketersediaan infrastruktur untuk kegiatan perikanan.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf { disusun dengan

memperhatikan:

a. Pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan
rendah;

b. Pemanfaatan ruang untuk permukiman petani ternak dengan
kepadatan rendah;

¢c. Pemanfaatan sumber daya peternakan agar tidak melebihi daya dukung

hngkungan
- v mot mmels mtiont miTon B e e e e s I gy iy tovennls Aasscme
d. Zonasi yd&.\d_ pusat-pusatl pembibitan dan pemurnian ternak dengan

pengembangan sarana dan prasarana; dan
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e. Mengembangkan produksi peternakan dengan nilai ekonomis finggi
melalui peningkatan pengetahuan masyarakat lokal dan kearifan lokal

Ketentuan umum peraturan zonasl untuk kawasan peruntukan

pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf g disusun
dengan memperhatikan:

a. Pe noaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi

kegiatan pertambangan yang ditetapkan peraturan perundang-

undangan;

b. Pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan
antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan
manfaat;

c. Pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan
pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan
memperhatikan kepentingan daerah;

d. Pengelolaan limbah pertambangan;

e. Kegiatan pertambangan operasi produksi harus terlebih dahulu
memperoleh dockumen lingkungan;

f. pengawasan secara ketat terhadap kegiatan penambangan untuk
mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;

g. wajib meiakscmaixan reklamasi pada xahanq&han bekas penambangan;

h. melengkapi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;

i. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan
mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan
geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkugan;

j. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai
dengan zona peruntukan yang di eidpkan, sehingga menjadi lahan yang
dapat digunakan kembali sebagai kawasan hyad. ataupun ki3912|.’—3"3
budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian
lingkungan hidup;

k. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah
berakhirnya kegiatan penambangan;

1. tidak diperbolehkan ”ﬁénambang batuan di perbukitan yang di

bawahnya terdapaa mata air penting atau permukiman;
m. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam
sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
n. percampuran kegiatan penambangan denﬁan fungsi kawasan lain
diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama

kawasan: dan

0. penamoangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya
diperbe!ehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pe u tukan industr

sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf h disusun dsﬁ"ﬁmn

memperhatikan:

a. Kem&mpuan penggunaan teknmog potensi sumber daya alam dan
sumber uajd manusia di Vviidydj; sekitarr nya,

b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan
peruntukan industri;

c. pemanfaatan ruang untuk kawasan penyangga antara kawasan industri

écnad i1 pErt rmukima i11; dan
d. pengelolaan limbah Lndu stri.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pemntukap pariwisata
Sebaﬂaimana (i*maksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan

a. Pemdniaataﬁ potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung
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b. Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
an n

pendirian bangunan hanva untuk menunjang kegiatan

d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada
huaraf c.

memperhatikan:

a. Penetapan amplop bangunan;

b. Penelapan {ema arsitektur bangunan;

c. Penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;

d. Penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan; dan
e. Pengelolaan sarana dan prasarana permukiman.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat {1} huruf k meliputi:

a. dibolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi
kawasan pertahanan dan keamanan;

b. pembatasan kegiatan di dalam dan atau di sekitar kawasan pertahanan

Ao l-an - ro 7 ot oy a1z Fraan v n: 1 7O Qs e A
Garn Keaimnarnarn yang daym menganggu iungsi Kawasan; dan

c. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu atau merubah fungsi
utama kawasan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 53

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf

1 ir 1 : s + 3 3 And I 1 =
D merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin
pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangarn.

ey

Pasal 54

[

Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di kabupaten terdiri
atas:

Izin prinsip;

a
b. Izin lokasi;
c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
d. Izin mendirikan bangunan.

Bagian Keempat
Ketentuan insentif dan Disinsentif
Pasal 55
Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

L | P

42ayat (2) huruf ¢ merupakan acuan bagi pemerintah dalam pemberian
insentif dan pengenaan disinsentif.

35



P
[oy
—

s
[X®)
—

o
ok
S

.w-\
o
-

P
[\®]
-

pre——
e
PR

Insentif diberikan untuk kegiatan pemunfaafan ruang pada kawasan yang

di GGY‘D_LLS peEn embang Zannya Gengaﬁ te ap m\,ngnﬁfmati hak o grang seésuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah,
dibatasi, atau dzkurangz keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam

Peraturan Daerah ini.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang

wilayah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi
berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 57

Pemberian insentif oleh pemerintah daerah kepada masyarakat termasuk
sekior swasta dapat diberikan daiam bentuk:

a. Keringanan pajak Daerah;
b. Pemberian kompensasi;
c. Imbalan;
d. Sewsa ruang;
e. Urun saham;
f. Penyediaan infrastruktur;
. Kemudahan prosedur penzinan; dan/atau
13 Penocharoaasn
i2. £ Ciigi;‘&; gad.f_i.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat/swasta dapat

diberikan bentuk:

a. ”)Pngﬁﬂﬁf’%ﬂ j i{ Jdﬂg ﬂﬂ“?!.

b. pembatasan peryediaan nfrast uktur;

Cc. pengenaan kompensasi; dan/atau

i’}. ffuizcz‘}!éi,

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur

1
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i , 1

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan oleh Bupati.
Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 60

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat {2} huruf d merupakan

ACuA ialam pengenaan sanksi terhadap:

a. Pemaniaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang
da”l pola ruang wilayah Kabupaten;

b. Pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
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c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan RTRW Kabupaten;

d. Pemanfaatan ruang tidak seguai dengan izin js) manfaatan ruang va

FIR S S 8 1w & Lilaadls ﬁvx_ B R A e LaiaGAISGA LGNS ALl Y OALL

diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
Pelanggaran ketentuan }/81‘10 dztptap can  dalam pprsyaratan izin

pﬁﬁ‘xaﬂiddtaﬂ TUaNnE yaing diterbitkan berdasarkan RTRW rxaﬁupb{iﬁ‘ﬁ,
f. Pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang

oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;

va

@

dan/atau

g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang
tidak benar.

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a sampai

dengan huruf g, kecuali huruf ¢ dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis*

b. penghentian sementara kegiatan

c. penghentian qememar a pe }.ayanan umum;

d. f)tnuz.dpdii 1Gnab1,

e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i. denda administratif.

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

pel
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. DPT‘TT\QAfQﬂ tertulis;

il atlaiil 1.2

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi,

e. pembongkaran bangunan_

f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

g. denda administratif.

Setiap Grang jwng tidak mentaati rencana tata ruaﬁg yang telah ditetapkan

Asansit e drvia Lrasd o nT e D ey v
Lapdal uih\xlidrx.ﬂl.i bmi 51 8¢slial \ibiig,a)_}. uxl&z(ii‘%‘”&.)xxumxb NOMOT 20 ianun
2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan perundangan 1 innya.

Pasal 61

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang
telan ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan

per.

(1)

!’)f"l'l‘!"ﬁﬂ Y\Qf“l""!{‘iﬂ

CAL4i i y 4 Aiivadis Y}.G ur}.danﬁ&q

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 62

Dalam rangka mengkoordinasikan penyel enggar“an penataan ruang dan
kerjasama antar lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku
'Irpnnhfangn Aihidono nenafann rua}'\rx‘ rl qtu}r RKPRT lBadaﬂ knnvr}jﬂasi

et o LALRFANACAA b y\zs:ubuvux. A FLNE ANES AFIFL AL L

Penataan Ruang Daerah).

Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(O8]
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a. Mengetahui rencana tata ruang;
b. Menikmati pertambahan nilai rudﬂg sebagai akibat penataan ruang;
c. Memperoleh penggantian yang layak atas kf‘rugian yang timbul sebagai

sl-ihat nalalranrmasg ar narmhananaan vato eeeiiai denoan rencana
akibat ?ﬁ:&ﬁoﬂiid&;x Lﬁgidimi PEMBangunan yang sesuai d\,“‘;éu_x; rencana tata
ruang;

d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan
yvang tidak sesuail dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sanggau;
dan

e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan pemberhentian pembangunan
yvang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang.

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib untuk
a. Menaati rencana tata ruang vang telah ditetapkan;

b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat
yang berwenang,

—~ RiAntiatith: londbae uan vang At nt iy alam nerosuvaratan iz7in ot~y oom e ey 2
L WISINaUunl LE8IEny ioyal g 843 Lxuljlei.ll iwuiii }:}Ci Y falafl iz ?}@m&ﬁ;&di 333
ruang; dan

d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagal milik umumni.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 65
(1} Peran masyarakat dalam penataan ruang di Kabupaten dilakukan dalam:
a. perencanaan tata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.

(2] Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud pada avat{l} huruf a dapat berupa:
a. Pemberian masukan mengenai:

1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. Penentuan arah pengembangan wilayah;
3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah;
4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. Penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
L. Penyampaian keberatan {erhadap rancangan rencana tala ruang,
dan/atau
c. Melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah

dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(3) Bentuk pera:o masy jaralfaf dalam pemanfaatan ruang ﬁapat berupa:
a. melakukan ﬁ%”’a it p@“ﬁdﬁia&‘tc{n Tuanyg yang sesuad ’Cxﬁhg’dﬁ’i kearifan
lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
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menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaataﬂ ruang
memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana

k1

dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;

memngkatkau efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan
ruang darat, ruang laut, ruﬂmg udara, dan ruang di dalam bumi dengan
mempey hatikan kearifan lokal serta sesuai 'G.*:"igch“i ketentuan i1 peraturan
perundang-undangan;

melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah,
pemenntah daerah, ddﬂ atau dan pthak lainnya secara bertangguﬁg
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ketentuan
menjaga, ehhara dan menlngkatkan kelestarian fungsi lingkungan
dan sumber aaya alam;

melakukan usaha investasi dan/atau jasa |
ketentuan peraturan perundang-undangan,; aaﬂ:atau
Pengajuan keberataﬂ terh adap keputusan pejabat yang berwenang
terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesual dengan rencana
tata ruang.
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(4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat
bemna

a.

g'“)

Ch

turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan
pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang teiah ditetapkan, dan
pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;

melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal
menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata
ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau
nencemaran hrg’lrnnn’an tidalt memenuhi standar Y)p]qwghgn minimal

B A SSAAlisl il LARACEES SEA AR ENiil LA R AR LA YOAEica s iiiiiifiaidy

dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan
penataan ruang;

mengajukan keberatan i’ thadap keputusan pejabat publk yang
rjng_ndgﬂg tidak sesuai denoan rencana tata ruang; dﬂn/atau
mengajukan gugatan pembataian izin dan / atau penghentian
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada

instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 66

(1} Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara
fangsung dan/atau tertuiis.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dapat

iantnnnailras

disampaikan kepada Bupati.

iS} Peran ula:-ycucu&cu Setag imana din aksud padz aya { } Jjuga dapat
disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati
Pasal 67
Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah

membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat
diakses dengan mudah oleh masyarakat.
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Pasal 68

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan
sesual dengan ketentuan perundang-undangan.

RTRW Kabupaten acbagaimaﬁ“ dimaksud dilengkapti dengan lampiran
berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Qﬁrggau Tahun

2014-2034 dan album peta skala 1 : 50.000.

ey
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(2) Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau dan album peta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

(3) Untuk operasional RTRW Kabupaten, disusun rencana rinci yang meliputi:
a. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten;

b. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan; dan
c. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

(4) Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten disusun sebagai dasar bagi
penyusunan peraturan zonasi.

{5) Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan disusun untuk semua kawasan
perkotaan di dalam wilayah kabupaten yang akan dikembangkan.
(6} Rea‘&u‘-a Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten disusun untuk semua
kawasan strategis kabupaten yang ditetapkan
Pasal 70

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau adalah 20

(dua puluhj tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satuj kali dalam 5 (limaj

+tahitn
|E-SS RS S5 IN

(2} Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan
bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah
yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten bdnggau dapat ditinjau kembali kurang dari 1
{(satu) kali dalam 5 (lima) tahun

(3} Peninjauan kembali sebage;mﬂna imaksud pada ayat {2} juga dilakukan
apabila terjadi perubahan kebgakan nasional dan strategi yang
mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal
wilayat.

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 71

(1} Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan
pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada
dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum
diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
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manfaa‘ran ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan
E e +
L

S
n Peraturan Daerah ini riaku sesuai dengan masa

QD

b. izin yemaﬂfaazan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini beriaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut
disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah
ini;

untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan
ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan
dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan

Peraturan Daerah ini;

c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai deng
Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian bherdasarkan Peraturan
Daerah ini; dan

d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin
ditentukan sebagai berikut:

1. yang bertentangan dengan ketenti ,an Peratur Daerah ini,

pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan d n dlSéShaiKaIl
dengan Peraturan Daerah ini;
rang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat

untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

)
Lt
Ab)

Pasal 72

(1) Peruntukan kawasan hutan pada rencana tata ruang “’1ayah Kabupaten
mengacu pada perumu kan kawasan hutan yang ditetapkan pada rencana
ata ruang wilayah Provinsi.

1 - T
(2} Dalam hal terdapat bagian kawasan hutan dalam wilayah Kabupaten yang

belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya, terhadap bagian
kawasan hutan tersebut mengacu pada ketentuan peruntukan kawasan
tiutan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Provinsi yang masih

.
berlaku.

Bagian kawasan hutan dalam wilayah Kabupaten yang belum memperocleh

persetujuan peruntukan ruangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten yang akan
ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peruntukan dan fungsi
kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berdasarkan rencana

tata ruang wilayah Provinsi yang masih berlaku.

—
——

(4) Terhadap kawasan hutan yang belum memperoleh persetujuan peruntukan
ruangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2} pemanfaatan ruangnya
adanya ketetapan yang bersifat fin

o

i U
tidal boleh berubah samna a ke sifat final.

T b

ﬂ:

=4 Damithalhhan 4. 1 + £ FOIIITO s 2 + ot Tt
{5) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan serta penggunaan

w
kawasan hutan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di

¥ n hal terdapat penetapan kawasan hutan ya
Peraturan Daerah ini berlaku, rencana dan :l’:fe&m gx ta disesuaikan uw;guﬂa
peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71dengan
memberikan tanda khusus berupa arsiran pada kawasan hutan yang belum
disepakati berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dan pemerintah

r‘n
QO.L

S
S
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 31 D‘asember 2014

PAOLUS HADI
Diundangkan di Sanggau

pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS H KABUPATEN SANGGAU,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 10
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2014 - 2034

PENJELASAN UMUM

Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau sebagai bagian dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa
yang  harus  disyukuri, dilindungi, dikelola dan dilestarikan
pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan
manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjugan demi
kelangsungan hidup yang berkualitas.

Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara yang memberikan
keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas
keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya
dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain,
hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia
dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945
sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumberdaya alam
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran
tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun
generasi yang akan datang.

Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara beserta
sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan
penghidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Sebagai salah satu
bentuk sumberdaya alam, ruang tidak mengenal batas wilayah. Namun
jika dikaitkan dengan pengaturannya, ruang haruslah mengenal batas dan
sistemnya. Disadari pula bahwa ketersediaan ruang itu sendiri tidak tak
terbatas.Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan
besar terdapat pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang.
Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur
pemanfaatannya berdasaran besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi
lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan.

Ruang wilayah Kabupaten Sanggau sebagai suatu sumber daya alam
terdiri dari berbagai ruang wilayah sebagai suatu subsistem. Masing-
masing subsistem meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan keamanan dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya
dukung yang berbeda satu dengan lainnya.Di dalam subsistem tersebut
terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan
pemanfaatan ruang yang berbeda-beda yang apabila tidak ditata dengan
baik dapat mendorong ke arah ketidakseimbangan pembangunan
antarwilayah serta ketidaklestarian lingkungan hidup.

Pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan
daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan
meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub-sistem, yang berarti juga
meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub-sistem yang satu akan
berpengaruh kepada sub-sistem yang lain, yang karena itu pengaturan
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ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai
ciri utamanya. Hal ini berarti perlu adanya suatu kebijakan penataan
ruang yang memadukan kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan ruang tidak terlepas dari pengaruh timbal balik antara ruang
dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan
tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah,
membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan
perkembangan mansuai seringkali tidak segera tertampung dalam wujud
pemanfaatan ruang. Hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar
ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena
itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun haruslah dapat menampung
segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

Di sisi lain, ruang wilayah Kabupaten Sanggau mencakup wilayah-wilayah
kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas
satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai
kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga
diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan
dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata,
dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah.
Oleh karena itu rencana tata ruang wilayah secara teknis harus
mempertimbangkan: (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan
kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan
ruang; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan
antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas
masyarakat dalam arti luas.

Perencanaan tata ruang Kabupaten Sanggau, mulai dari proses
penyusunan hingga penetapannya, dilaksanakan dengan melibatkan peran
serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai
hal yang responsif.

Timbal balik antara pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk memberi
informasi yang menyangkut perencanaan tata ruang dan adanya hak bagi
yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan
pemerintah untuk mendapatkan informasi dan memberikan pendapat,
mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat
dalam prosedur administrasi negara. Di lain pihak hal tersebut dapat
menunjang pemerintahan yang baik dan efektif karena dengan mekanisme
tersebut pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum
mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan
suasana saling percaya antara pemerintah dan rakyat sehingga dapat
mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya
penyelesaian melalui jalur musyawarah.

Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status dan
bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh
pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila suatu rencana telah diberi
bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri atas susunan
peraturan-peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang
didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum baik bagi
warga mupun bagi aparatur pemerintah termasuk di dalamnya
administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan
rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi
ketentuan hukum yang berlaku.
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II.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam
Pasal 78 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten tentang
rencana tata ruang wilayah kabupaten disusun atau disesuaikan paling
lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diberlakukan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menciptakan kemudahan dalam
melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Sanggau, dan dalam
rangka memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat
secara transparan agar arah Kkebijaksanaan pembangunan wilayah
Kabupaten Sanggau dapat terlaksana secara efektif dan efisien, yang
bertujuan untuk memanfaatkan ruang secara optimal, selaras, serasi,
seimbang, dan lestari, perlu segera disusun Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang terencana, tersusun, dan
terkoordinasi dengan baik sesuai dengan kondisi dan kebijaksanaan yang
telah ditetapkan, dalam rangka menuju tercapainya masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Sanggau mencerminkan
keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar
pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Sanggau.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan
perwujudan ruang wilayah Kabupaten Sanggau yang ingin dicapai
pada masa yang akan datang (20 tahun).

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat
menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai
ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah kondisi wilayah yang
memberikan jaminan masyarakat dapat menjalankan aktivitas
kehidupannya dengan lancar.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan
distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai
tambah ekonomi wuntuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus
meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas
lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan,
termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi
kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.
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Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kebijjakan penataan ruang wilayah
kabupaten adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis
besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara
termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan
ruang.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 6

Yang dimaksud dengan strategi penataan ruang wilayah kabupaten
adalah langkah-langkah operasional pelaksanaan kebijakan penataan
ruang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 7
Ayat (1)

Struktur wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem
perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah
kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah
kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang
meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan
kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan
sumber daya air. Dalam RTRW Kabupaten Sanggau
digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten dan
perletakan jaringan prasarana wilayah menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan yang merupakan kewenangan
pemerintah daerah kabupaten.

Ayat (2)

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana
struktur ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW
Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 8

Pengembangan pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sanggau memuat
sistem perkotaan nasional yang ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW
Provinsi Kalimantan Barat.

Yang dimaksud dengan Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang
selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan
untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

Yang dimaksud dengan “kawasan perbatasan negara” adalah wilayah
kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan
langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan
perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan
perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar.

Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
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Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jalan arteri primer adalah jalan yang
didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60
km per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11
meter; lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu
lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal; jalan
arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau
kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Hurufb

Yang dimaksud dengan jalan kolektor primer adalah jalan
yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah
40 km per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9
meter; jalan kolektor primer yang memasuki kawasan
perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan
tidak boleh terputus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan jalan lokal primer adalah jalan yang
didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20
km per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5
meter; jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan
tidak boleh terputus.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jalan strategis nasional adalah jalan yang
melayani kepentingan nasional dan internasional atas dasar
kriteria strategis, yaitu mempunyai peranan untuk membina
kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah rawan,
merupakan bagian dari jalan lintas regional atau lintas
internasional, melayani kepentingan perbatasan antarnegara,
melayani asset penting Negara serta dalam rangka pertahanan
dan keamanan; jalan strategis nasional merupakan jalan yang
pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan Terminal Tipe B adalah terminal
penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum
untuk angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP),
angkutan kota, dan angkutan pedesaan.

Persyaratan lokasi bagi pembangunan terminal tipe B

meliputi:

» Terletak di Kota atau Kabupaten dalam jaringan trayek
antar kota dalam provinsi;
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= Terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan
sekurang-kurangnya kelas IIIB;

* Jarak antara dua terminal penumpang tipe B atau dengan
terminal tipe A sekurang-kurangnya 30 km;

* Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 2 Ha; dan

* Mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar ke dan
dari terminal, sekurang-kurangnya berjarak 30 meter.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Terminal Tipe C adalah terminal
penumpang yang melayani kendaraan umum untuk
angkutan pedesaan.

Persyaratan lokasi bagi pengembangan terminal tipe C

meliputi:
* Terletak di Kabupaten dalam jaringan trayek angkutan
perdesaan;

* Terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan
setinggi-tingginya kelas IIIA;

* Tersedia lahan yang sesuai dengan permintaan angkutan;
dan

* Mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar
kendaraan dari terminal sesuai kebutuhan untuk
kelancaran lalu lintas di sekitar terminal.

Hurufd

Yang dimaksud dengan Terminal Khusus adalah terminal
yang dikembangkan khusus untuk melayani kendaraan
angkutan barang guna kepentingan khusus distribusi
barang.

Hurufe
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas
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Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pola ruang wilayah kabupaten Sanggau merupakan gambaran
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan
yang berfungsi lindung maupun budidaya yang belum ditetapkan
dalam RTRWN dan RTRW Provinsi Kalimantan Barat.

Pola ruang wilayah kabupaten Sanggau dikembangkan dengan
sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan
dalam RTRWN dan RTRW Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Pola ruang wilayah kabupaten Sanggau memuat rencana
pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi
Kalimantan Barat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 20

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 21

Kawasan Hutan Lindung ditetapkan dengan kriteria:

1.

Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan
intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka
penimbang mempunyai jumlah nilai (skore) 175 (seratus tujuh
puluh lima) atau lebih;

2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat
puluh per seratus) atau lebih;

3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 (dua ribu)
meter atau lebih di atas permukaan laut;

4. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap
erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas persen);

5. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air; atau

6. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

Pasal 22
Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Kawasan resapan air adalah adalah kawasan yang mempunyai
kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sechingga
merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna
sebagai sumber air.

Pasal 23
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan sempadan sungai ditetapkan dengan ketentuan:

a)

Ayat (3)

Sempadan sungai bertanggul di luar kawasan permukiman
kota ditetapkan sekurang-kurangnya lima meter sebelah luar
sepanjang kaki tanggul sungai, sedangkan sempadan sungai
bertanggul di dalam permukiman perkotaan ditetapkan
sekurang-kurangnya 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki
tanggul;

Sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan
permukiman perkotaan, pada sungai besar ditetapkan
sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang terendah,
dan pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50
meter dari titik pasang terendah; sedangkan untuk sungai tak
bertanggul di dalam kawasan permukiman kota bila
kedalamannya tidak lebih dari 3 meter sempadannya
ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dari titik pasang
terendah dan bila kedalamannya lebih dari 3 meter ditetapkan
sekurang-kurangnya 15 meter dihitung dari titik pasang
terendah.

Kawasan sekitar danau/waduk ditetapkan dengan ketentuan:

a)

Ayat (4)

Sekeliling danau / waduk yang lebar proporsionalnya dengan
bentuk dan kondisi fisik danau / waduk sekurang-kurangnya
50 meter dari titik pasang terendah kearah darat dengan
tepian curam;

Sekeliling danau / waduk yang lebar proporsionalnya dengan
bentuk dan kondisi fisik danau / waduk sekurang-kurangnya
100 meter dari titik pasang terendah kearah darat untuk
danau / waduk dengan tepian landai.

Kawasan sekitar mata air ditetapkan dengan ketetntuan daerah
sekitar mata air dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter
kecuali untuk kepentingan umum.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas
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Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a

Kawasan Hutan Produksi Terbatas, ditetapkan dengan
kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan
intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus dua puluh
lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat).

Huruf b

Kawasan Hutan Produksi Tetap, ditetapkan dengan kriteria
memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan
intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124
(seratus dua puluh empat).

Huruf ¢

Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, ditetapkan

dengan kriteria sebagai berikut :

a. memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan
intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124
(seratus dua puluh empat;

b. dan/atau merupakan kawasan yang apabila dikonversi
mampu mempertahankan daya dukung dan daya
tampung lingkungan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)

Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) adalah wilayah yang
memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud
padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan
merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan
kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum,
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eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah
daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan
lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang
diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata
Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud “kawasan industri “adalah kawasan tempat
pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana penunjang vang dikembangkan dan dikelola oleh
perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki ijin usaha
Kawasan Industri.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)

Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan kriteria:

a. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan
rawan bencana;

b. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar
kawasan; dan/atau

c. Memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas
pendukung.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)

Yang dimaksud “kawasan peruntukan pariwisata” adalah
kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan
untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.
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Pengelompokan kawasan peruntukan pariwisata didasarkan
ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana kemudahan
aksesibilitas, karakteristik potensi pariwisata dan wilayah serta
sosial budaya, Keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan
melalui  pengembangan  kawasan  berdasarkan  koridor,
pendekatan pengembangan kawasan berdasarkan prioritas sesuai
kekuatan daya tarik wisata.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 35

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara adalah
wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk
kepentingan pertahanan.

Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Indikasi program utama adalah petunjuk yang memuat usulan
program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya,
instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka
mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana
tata ruang. Indikasi program utama merupakan acuan utama
dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan
kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan
sektor dalam menyusun rencana strategis beserta besaran
investasi. Indikasi program utama lima tahunan disusun untuk
jangka waktu rencana 20 tahun.
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Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 42

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang
mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten Sanggau dan
unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun
untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan
rencana rinci tata ruang.

Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum
tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan
strategis yang penetapan kawasannya tercakup di dalam rencana
tata ruang wilayah. Rencana rinci tata ruang merupakan
operasionalisasi rencana umum tata ruang yang dalam
pelaksanaannya tetap memperhatikan aspirasi masyarakat
sehingga muatan rencana masih dapat disempurnakan dengan
tetap mematuhi batasan yang telah diatur dalam rencana rinci
dan peraturan zonasi.

Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus,boleh dan tidak
boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat
terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar
ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai
bangunan,dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana
dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk
mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan.

Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten dan peraturan
zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu
dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga
pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana
umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 44

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.
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Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)

Yang dimaksud dengan dokumen lingkungan adalah AMDAL,
UKL, dan UPL yang dilengkapi RPL dan RKL untuk yang berskala
besar, atau SPPLH (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan) untuk vyang berskala Kkecil
(pertambangan rakyat).

Ayat (9)

Cukup jelas.
Ayat (10)

Cukup jelas.
Ayat (11)

Cukup jelas.
Ayat (12)

Cukup jelas.
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Pasal 53
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait
dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut Kketentuan
peraturan  perundang-undangan harus dimiliki sebelum
pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan izin prinsip adalah izin yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada badan usaha atau
perseorangan yang akan melakukan suatu usaha atau

investasi di Daerah. Izin prinsip diberikan dengan mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hurufb

Yang dimaksud dengan izin lokasi adalah izin yang diberikan
kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang
diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku
pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan
tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal.
Izin lokasi diberikan dengan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan izin penggunaan pemanfaatan tanah
adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada
orang pribadi atau badan untuk menggunakan tanah,
dengan maksud agar penggunaan tanah sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah. Izin penggunaan pemanfaatan

tanah diberikan dengan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hurufd

Yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan adalah
izin yang diberikan kepada perorangan atau badan untuk
mendirikan suatu bangunan. Izin mendirikan bangunan
diberikan  dengan  mengikuti  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
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Pasal 57

Cukup jelas.
Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 66

Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68

Cukup jelas.
Pasal 69

Cukup jelas.
Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal 74

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 10
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LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATENSANGGAU

NOMOR : 10 TAHUN 2014

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
SANGGAU TAHUN 2014 - 2034
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Nama Peta Kawasan Hutan Areal Penggunaan Lain
Gambar Kabupaten sanggau
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